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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat
dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat
mengatur (relegen/anvullen recht) dan peraturan hukum yang bersifat
memaksa (awingen recht) setiap anggota masyarakat agar taat dan
mematuhi  hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang
ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana)
akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada
sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.
Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai
dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar
peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh
seluruh anggota masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat
(ubi-ius ubi-societas). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian
dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur
dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian.

Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum publik.



Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing
pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah Aorizontal.
Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara
atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.

Kemudian ditinjau dari fungsinya, hukum dibagi atas hukum
perdata, hukum dagang dan hukum pidana. Masing-masing memiliki sifat
dan fungsi yang berbeda-beda, sebagai contoh, hukum pidana berfungsi
untuk mengaja agar ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam
hukum perdata, dagang, adat dan tata negara ditaati sepenuhnya.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari
hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai
tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam
KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik
penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman
pidananya mengacu pada KUHP buku | bab Il tentang pidana, terutama
pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri
dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik
penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok
yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.*

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-
macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah

dibumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai a/-

"Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet. Ke-16, (Jakarta : Bumi
Aksara, 1990), him. 6.



Ahwal asy-Syakhsiyyah atau hukum keluarga, al-Ahwal al-Madaniyyah
atau hukum privat, al-Ahwal al-Jinayah atau hukum pidana dan
sebagainya.

Hukum Pidana Islam (jinayah) didasarkan pada perlindungan
HAM (Human Right) yang bersifat primer (Daruriyyah) yang meliputi
perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan
terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan magasid asy-
syari’ah. Hakikat dari pemberlakuan syari’at (hukum) oleh Tuhan adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat
diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan
dipelihara.

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak
terpidana mengacu pada Al-Qur’an yang menetapkan bahwa balasan
untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.?

Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam
pidana Islam diancam dengan hukuman gisas. Akan tetapi tidak semua
pembunuhan dikenakan hukum g/sas, ada juga yang sebatas dikenakan
diat (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan, dalam hal
ini tidak dikenakan g/sas, melainkan hanya wajib membayar denda yang
ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas
yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga

tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.

’Raoef, A/-Qur’an dan llmu Hukum, (Jakarta : Bulan Bintang, t.t), him. 132.



Adapun pembunuhan tersebut terbagi menjadi beberapa bentuk,
diantaranya adalah®
a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja{&dalah perbuatan yang dilakukan oleh
seseorangdengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan
menggunakan alat yang dipandang layak untuk
membunuh.Hukumannya wajib gishos,nantinya si pembunuh wajib
dibunuh pula,kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh
dengan membayar diyat §enda &tau dimaafkan sama sekali.

Adapun Unsur-Unsur Pembunuhan Sengaja ialah Korban
adalah orang yang hidup, Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan
kematian korban, Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa
korban

b. Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan
olen seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan Yyang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia,dan tidak menggunakan
alat yang secara lazim tidak mematikan.Hukumannya tidak wajib
gishos tetapi wajib membayar denda diat ringan dan diangsur dalam 3

tahun.

3 Prof.Dr.H.Zainudin Ali,M.A.”Hukum Pidana Islam” {akarta:Sinar Grafika,2007 .24



Sebagai contoh seseorang melakukan penebangan pohon yang
kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang
lewat lalu meninggal dunia.

c. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan Semi Sengaja adalah perbuatan yang sengaja
dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan
mendidik.Sebagai contoh seorang guru memukulkan sebuah penggaris
kepada kaki seorang muridnya,tiba-tiba muridnya meninggal
dunia,maka pembuatan guru tersebut dinyatakan pembunuhan semi
sengaja (syibhu al —amdi).Bentuk ini tidak wajib gishos tetapi wajib
membayar diyat berat dan dapat diangsur hingga 3 tahun.

Unsur-Unsur Pembunuhan Semi Sengaja ialah : Pelaku
melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian, Ada
maksud penganiayaan atau permusuhan,Ada hubungan sebab akibat
antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.*

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana
Islam maupun pidana positif yang telah disebutkan diatas menjadi
menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus
yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus
penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Berbeda dengan kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan pada

umumnya, kasus ini lebih menitik beratkan terhadap pola

* Prof. Drs. H.A.Djazuli,”Figih Jinayah{Upaya Menanggulangi  Kejahatan Dalam Islam¥},{
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000}hal.129-130.



penganiayaannya namun menyebabkan kematian terhadap orang lain. Jika
dalam kasus pembunuhan biasa, putusannya mengacu pada KUHP pasal
338 dengan ancaman maksimal 15 Tahun penjara. Sedangkan dalam kasus
penganiayaan putusan pengadilan biasanya mengacu pada KUHP Pasal
351 dengan ancaman penjara maksimal 7 Tahun.

Dalam kasus ini harusnya hakim mempertimbangkan pasal 338
dan 351 sbagai acuan membuat putusan, sebab tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan kematian ini mengandung dua
perbuatan kejahatan, yaitu penganiayaan dan Pembunuhan sehingga
pelaku dikenakan pasal berlapis menggunakan pasal 338 dan 351 sehingga
hukumannya diancam dengan ancaman penjara maksimal 20 Tahun.

Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa penyusun tertarik
untuk membahas kasus tersebut, yang pertama adalah bahwa belum
adanya penelitian yang membahas kasus tersebut dari segi hukum pidana
Islam dan hukum pidana positif, pada umunnya yang dibahas masih
bersifat umum pada delik penganiayaan atau pembunuhan saja. Yang
kedua adalah selama ini sering terjadi tindak-tindak kekerasan yang
menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah kasus penganiayaan
seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan berkenaan
dengan kasus-kasus tersebut belum ada ketegasan mengenai sanksi-sanksi
hukumnya.

Hal inilah yang menarik perhatian peneliti serta menjadi alasan

bagi peneliti untuk menulis judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam



Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

(Studi

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor

236/Pid.B/2014/Pn.Bkl)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa

permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

a)

b)

d)

Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor.
236/Pid.B/2014/PN.BKI.

Menyebabkan orang lain meninggal menurut Bab XIX Pasal 338
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Kejahatan
terhadap nyawa.

Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor.
236/Pid.B/2014/PN.BKI.

Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana

Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.

Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang telah

diidentifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas

masalah secara jelas sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang



dari sasaran pokok penelitian. Maka dari itu penulis memfokuskan

masalah yaitu :

a. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam
memutus perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Bangkalan.

b. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana
Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam putusan

nomor. 236/Pid.B/2014/Pn.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan.

C. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor
236/Pid.B/2014/Pn.BKI terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang
Mengakibatkan Kematian?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana
Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam putusan Nomor

236/Pid.B/2014/Pn.BkI?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak



merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang

telah ada.’

Dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa
skripsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang

Mengakibatkan Kematian. Adapun skripsi tersebut adalah :

Penelitian dari salah satu mahasiswa UIN di Jogjakarta yang
bernama Muh Ihrom yang bertemakan perbandingan yang berjudul
perbandingan hukum pidana Islam dan KUHP terhadap delik
pembunuhan. Skripsi tersebut membahas masalah ruang lingkup
penganiayaan pengertian dasar klasifikasi menurut ketentuan hukum

Islam dan hukum positif.°

Penelitian dari salah satu mahasiswa UIN Jogjakarta yang
bernama Jainal Mustofa yang berjudul delik penganiayaan terhadap ibu
hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana Islam

dan hukum pidana positif.’

Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini
adalah penelitian ini lebih mengutamakan delik penganiayaan yang

menyebabkan kematian dan tinjauannya menurut hukum pidana Islam.

*Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,
2015), 8.

® www.kumpulan-skripsi-hukum.com

" Op.Cit
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Semua penelitian di atas berkaitan dengan Tindak Pidana
Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Yang membedakan dengan
penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ialah bagaimana analisis
hukum pidana Islam dan juga pertimbangan hukum hakim dalam
memutus perkara mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Kematian, sehingga menurut penulis judul tentang
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2014/Pn.BKkl)” ini dianggap layak untuk

diteliti lebih lanjut.

. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan

penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara
Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam
putusan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

2. Mengetahui analisis analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak

Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu
pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan
Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat
terutama dalam rangka masukan dan pertimbangan bagi masyarakat
apabila melakukan suatu tindak pidana maka harus berani menerima
resikonya, juga sebagai pertimbangan bagi hakim agar lebih adil lagi
dalam memutus suatu perkara dan juga sebagai penyuluhan dan

bimbingan hakim secara komunikatif, edukatif, dan informatif.

G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Tinjauan
Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan
Nomor 236/Pid.B/2014/Pn.BKkl)” maka dirasa perlu untuk menjelaskan
secara operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini. Beberapa

istilah dalam skripsi berikut adalah :
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1. Analisis Hukum Pidana Islam :Analisis dari ketentuan-ketentuan
hukum pidana Islam (hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang
oleh syara’ dan dapat meimbulkan hukuman #adatau fa’zig.

2. Tindak pidana : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut®.

3. Penganiayaan yang menyebabkan kematian : tindak kejahatan

(menyiksa) sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri
berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat,
membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.®
1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis
penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan
(Library Research). Penelitian kepustakaan adalah salah satu
bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka

sebagai suatu objek studi'’. Pustaka hakekatnya merupakan hasil

8A. Jazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000).

% Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 54

950erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

1 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah: Dasar, Metode, Tehnik, Cet. Ke-7,
(Bandung: t.n.p., 1994), 25
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olen budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis guna
menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang
atau sekelompok orang.

Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian
terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang
terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan
seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.*?

2. Sumber Data
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung dari sumber pokok yang memuat tentang
pembahasan vyaitu Salinan putusan Pengadilan Negeri

Bangkalan No.236/Pid.B/2014/Pn.BkI**.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang
kelengkapan data.** Sumber data sekunder diperoleh dari
bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul

penelitian, antara lain:

12 Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

B putusan perkara No.236/Pid.B/2014/Pn.BkI tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian
 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian lImiah: Dasar, Metode, Tehnik, Cet. Ke-7, (Bandung:
t.n.p., 1994), 30
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1) Sumber rujukan seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan
internet.
2) Muhammad Azhar, Figh Kontemporer Dalam Pandangan
Neomodernisme Islam, (Yogyakarta: LESISKA, 1996).
3) Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
4) Raoef, Al-Qur’an dan llmu Hukum, (Jakarta : Bulan
Bintang, 2001),
5) A.Jazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000)
3. Teknik Pengambilan Data
Teknik pengambilan data adalah teknik pengumpulan data
yang secara riil (nyata) digunakan dalm penelitian, bukan yang
disebut dalam literatur metodologi penelitian.™® Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi.
Teknik Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang
menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada
baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data
penelitian.’® Dalam hal ini, teknik dokumentasi penulis digunakan

untuk memperoleh data dengan cara mempelajari pertimbangan

> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk
Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2014), 9.

8| exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),
216.
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hukum hakim tentang Penganiayaan melalui media intenet dan
putusan penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut.
4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis
menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimaksud dengan
metode deskriftif analisis adalah suatu penelitian yang bertujuan
untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki.*’

Dalam hal ini dengan mengemukakan fakta yang diperoleh
dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan.
Didukung dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam
literatur sebagai analisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang
bersifat khusus.

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan pola pikir deduktif, pola pikir deduktif yang
dimaksud adalah pola pikir yang berangkat dari faktor-faktor
khusus yakni tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian
di Pengadilan Negeri Bangkalan ditinjau dari analisis hukum

pidana Islam.

YMoh. Nazir, Metode Peneitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.
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Sistematika Pembahasan

Bab | : Pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-
pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi
penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang
terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab Il : Memuat tentang penganiayaan yang menyebabkan
kematian menurut hukum pidana Islam.

Bab Il : Memuat tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari
deskripsi profil lokasi penelitian serta pertimbangan hukum hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan dalam memutus dan menangani tindak
pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Bab IV : Memuat tentang tinjauan Hukum Pidana Islam tentang
putusan Pengadilan Negeri Bangkalan terhadap tindak pidana
Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Bab V : berisi tentang kesimpulan dari berbagai uraian-uraian

yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.
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